LEMBAR AN DAERAH

KOTA BAU - BAU
NOMOR 16 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAL

WOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG

RETRIBUSI PENGLUIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbany

Memgingzan

WALIKOTA BAL-BAL,

bahwa wuntuk teriibnya pelaksannan Pengelokaan
Fengujlan Kendarsan Bermoww dalam wilayah
Kota Bau-Bay scheapai  salah  saty  sumber
P:nd.p:[ul.qn Asli Dasrah d.ip&m'i'.lng pq.‘ﬂu.
menetapkan obyek  dan besarmya Retnbuw
Pengujian Kendaraan Barmotor,

hahwa wituk melaksanakan ketenfuan sebagaimana
dirmaksued pada hurut &, perlu diatur dan ditstapkan
dengan Peratimn Daerah;

Undong-undang Momor 13 Tohun F9EDY tentang
falan (Lembaran Mepara Hepublik Indonesia
Tahun 1980 Momor 83, Tembahan Lembaran
Megmra Nomor 31967,

Undeng-undang Momor 8 Tahun %81 tentang
Hukum Acara Pudana {Lembaron Negara Bepublik
Indonesda Talun 1981 MNomor 76, Tambahan
Lembaran Megam Momdas 3200
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Undang-undang Nomor 14 Tahum 1992 tentang
Lalu Limas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomaor 75,
Tambahan Lembaran Megara Momaor 3486 |;

Undung-undang Momor 18 Tabun 1997 tentang
Pajak Deerah dan Retribusi Daerah sehagaimana
telah divhah dengan Undanpundang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Megara Momor 4045 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerimahan Daerah (Lembarmn Megara Republik
Indonesa Tahun 1999 Nomor &0 Tambahan
Lemharan Nearn Momor 3§39

Undang-undsng Nomor 25 Tahun 1999 fentang
Mormbsigan Keunnps=n smzrm Pemerintah Pusad
dan Daerah [ Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tembahan Lembaran
Megara MNomor 2848

Undang-undang Nomor |3 Tahun 2001 e
Pembemukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negora
Republit  Indonesia Tahun 2001 MWomor 93,
Tambahan Lembaran Negora Momor 41207

Fermturan Pemerintah Momor 43 Tahun 1993
lentang Prasarana don Lalulingas Jalan { Leswharan
Feegara Repubhk Indonesia Tahun 1993 Nomaor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529

Peraturan Pemerintah Momor 44 Tahun 1993
tentang Kendarasn dan Penpemiudi  (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 64,
Tambahan Lemboran Negara Nomor 3530,
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kowenangan
Propinsl sehagai Daerah Otonom - Lembaran
Hegama Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 54,
Tambahan Lembaran Megora Momor 3952 },

Peraturan  Pemerntah Momor &5 Tahem 3001
tentang  Fetnbusi  Daerah  (Lembaran  Mepare
Republik Indonesin Tahun 2001 Momer 119,
Tambahan Lembaran Nagora Momor 4139 ),

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Penyusenan  Peraturan
Perundang-undanpan  dan  bentuk  Rancangan
Uindang-undang. Rancangan Persiuran Pemenmiah
dan Rancangan Kepulusan Presiden

Deagan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALU-BAU

Menstapkan ;

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH ROTA  BAU-BAU
TENTANG ~ RETRIBUSI PENGULILAN
hRENDARAAN BERMOTOR

BAR
KETENTUAN UMM
Pagal 1

Dalam Peraturan Dacrah im yang dimaksud dengan
& [aerah adalph Daerah Kots Bau-Bau
h. Pemerinteh Dacrah adolah Pemenintah Koto Bao-Bau,



Walikota adalah Walikota Bau-Bau,

Pejsbat adalsh Pegawsi Yang diben Tugas Terientu dibidang
Retribusi Daerah sesuni Peraturan Perundang-undangan yang
berinku;

- Dadan edalah Sekumpulan orang atay modal vang merupakan
kesatuan baik yang melakukan wsaha moupen ndak melakukon
usahn yang meliputi Perseronn Terbatas, Perserozn Komanditer,
Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negam mau Daersh
dengan Mama atau dalam bentuk apapun, F irma, Kongsi, Dana
Pensivn, Persckutuan, Perkumpulan, Yavesan, Organisasi vang
sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lamnya:

Penguji adalah Setiap tenags penguji yang dinyatakan memenuhi
kvalifikasi tehnis terenty dan diberikan sertfikat senz 1anda
kunlifikasi tebnis sesuai jenjang kualifikasma;

. Kendaraan Bermotor sdalah Kendarann vang diperskkan oleh
Peralatan Tehnis yang berada pada kendaraan tersedbun.

Kendaraan Umum adslah Kendaraan Bermolor yang disediakan
uniuk dipergunakan oleh umum dengan drpunpet bavaran,

Kendaraan Khuswes adalah Kendarasn Bermotor selain darpada
kendarsan  bermotor wnivk  Penumpang dan barang  vang
penggunoanmya untuk keperluan khusus atau mengangkut harang-
barang khusus,

Kendarnzan Wajib Uji adalah Setiap kendaraan vang berdasarkan
Peratrzan dan Perundang-undangan vang berlaku wajib diuji untuk
meneniukan kelaikan jakan,

- Uji berkala adalah Serangkaisn pemeriksasn fisik  terhadap
kendaraan wajib uji;

Uji Ulang ndalah Pengujian Kendaraan yang dilakukan karena pada

soat dicji terdapst komponen yang belum layak secara tehnis vang

merupakan persvaratan vang haris dipenubi oleh kendaraan yvang

diuji:
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- MNumpang Uji adalah Pengujisn yang dilakuken terhadap kendaraan
wajib uji yang status domos'linys bersifi sementara ( Kendaraan
dari daerah lain yang secar ~xriodik sudah harus diuji j;

+ Taksasi { Penilaian Fisik ) adalah Penilaian yang diberikan terhadap
kendaraan bermotor yang dinyaizkan dalam prosentase dan
implikasinya terhadap kendarnan vang tercantum dalam faksur
pembelian taksasi dilakukan untuk kepentingan penghapusan dalam
dofiar inventaris,

Mutasi Llji adnlah Pengujian vang dilakukan diempat  lain
disebabkan kendaraan bermotor dimaksud pindah kewilayah lain,

. Laik Jalan adalah Persyaratan Minimom kondisi kendarssn haru
dipenuhi agar terjamin kesclamatan dan mencegah terpdinya
pencemarant udars  dan  kebisingan pada  wakw  kendaipan
deepetasikan,

Sertifikat Teknis adalsh  Legitimasi Khusus dalam  bidang
pengujian kendaraan bermotor vang diberikan kepada tenaga-tenaga
vang  telah  memenuhl  persyarstan sesund denpan
keablianwewenang dan tanggung jawab secara berjenjang vang
direrhitkan oleh Drireknoral Jenderal Perhubungan Darat:

Kuoalifikas: Tekmik adalah Kuslifikesi Teknik  pengui vang
menunjukkan  kushifikas: penguji kendarman bermotor | yang
ditenkan kcpadn setiap penguji vang dinyataksn memenuhi
persyaratan  sebapaimana  tercamtum  dalam  sertifikat  teknis
berdasarkan cvaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Perhubungnn
Diwrat;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah dalam mangka pemberian pelayanan pengujian kepada
orang pribadi atau badan yvang dimaksud untuk  pembinasn,
pengaturan, pengendalian dan  pengawasan Bias  kegisian
pemanfasian ruang, penggunean sumber daya alam, barang,
prasarana, sy fasilitas tenentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian limgkungan ;
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Wajib Retnbusi adalah Orang pribadi atau badsn yang menurut
Fernturan Penundang-undangan yang berlaku diwajibkan wniuk
melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi sdalnh Jangkn waktu tertentn yang meripakan batas
wakiy bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan  pemberian
penga)ian,

Sural Ketetapan Retribusi Daerah yang selamjutnya disingkat

ShRL) edalah Suaty ketetapan Retribusi vang menentukan besarnya
Pokok Retribusi:

- Sural Kelctapan Retribusi Daerah Kerang Bayar Tambahan vang

selanjutmyn disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan vanp
menentukan atas jumibah retnibusi yang ditetapkan;
Surat Tagihan Rembusi Daersh selanjutmva disebaz STHD adalah

Surat untuk melakukan tsgitian dan ninu sanksi sdmimisiras beruge
bungs dan atan denda;

. Sufal Keputusan Keberatan adalah Surar Keputusan atas beberatan

terhadap SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan SKRDKRT
dan SKRIOLE vang diajukan oleh waprb Retribuss:

Pemeriksaan  adulah  Serangkainn  kegistan  wntuk  mencan,
mengumpulkan mengolah data dan keterangan lminnva dalam
mngkl pengawasan kepatuhsn pemenuhan kewsjiban Retribusi
Dacrah berdasarkan Peraran Perundang-undangan vang berlaku.

BABR 11
MAMA OBYEK DAN SURYEK RETRIBUSI
Pasal 1

Mamn Retribusi adalah retribusi perguiion kendaraan besmotor



Pasal 3

Obyek Retrbusi pdaloh Pelayonon pengupian kendarsan bermotor,
keraaraan umum, kersta pandengan, mobil barang, kereta tempelan dan
kendaraan khusus.

Pasal 4

Subwek Retribusi adalah Waph Retribusi vang memperoleh pelayanan
pengujean kendarean bermotor,

BAR 1IN0
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5§

(17 Revbuws pengujizn kendarasn bermoter digoledukon sebagai
Retritnes Perizinan tertenty,

{21  Retnbusi pengujian kendaran bermotor sebagarmana dimaksud
paca ayat (1) terdm dan

g Retnbusi uji berkala;
b, Renbusi wji ulang;
. Retnbus: Muempang wji;
d. Reiribusi Taksasi (penilatan fisik) kendaraon bermotor,
e Reribus Mutasi Un ke wilavah lain,
BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENGLLIIAN
Pasal &

(1) Setiap kendaran bermotor yang dioperasikan hares memenchi
persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku;

(2} Unrik menstapkan den dipenubimm persvarmtan tekms dan lnik
jukan ditakukan pengujion



(3 Pengujian dilakuksn okch penguji dan penguji pembanty ;

(4} Penpuji dan penguii pembantu yeng dimaksud padn ayet (2) dan
{3) adnlah penguji yang memiliki sertifikas dan kualifikasi teknis
yang disvahkan oleh Memten Perhubungan :

(3} Tanda kunlifiknsi teknis sebapnimanas dimpksud pads avat (1)
berlaki di Indodesin

Pusal 7

Setiap kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala wnk periama
kali dilakukan secara tertulis dan wajib - memenubs Persyaraian

1. Memiliki sertifikat registrasi Uji type
2. Melampirkan spesifikasi teknis
3 Memilky bukts permbayaran baya L
Pusal 8
Tujuan Pelaksanaan Pengujian Kendarnan Bermator

8. Memberikan jaminan keselematan secar teknis terhadag pengunann
kendaraan bermaodor dijalan,

b Melestankan lingkungan dari pencemaran vang dakibatkan aleh
penggunaan kendaraan bermotor dijalan;

€. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

Foasl 9
Pelaksannan pengujmn kendaraan bermotor dilakukan dengan dua cara
I. Secarn mekanik
2 Secarn manual ¢

Pasal 10

Setinp kendaraan yang dilakukan uji berkala pertana dibeni tanda dan
dats sekurang-kurangrya kode wilavah, Nomor kemrol / uji dan Mnsa
berlaku,
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BaB Y
CARA MENGURKUR TINGEAT PENGGUNA JASA
Pasal 11

Tingkat Penggunann jasa diukur berdasarkan pelayonan pengujian
kendaraan bermotor vang dilakuken oleh Pemennialy Daerah;

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor  sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah setiap kenderaan bermotor vang memenuhi
persynrmton  fekmis  dan  laik  jalan  berdasarken Peraturan
Perundang-undangan vang berlaky

BAR VI

PRINSIP AN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF

Pusal 12

Prinsip don sasaran dalam penatapan swrukiur dan besarmya tanf
didasarkan untuk menuiup sebagan  au seluruhnya biava
penguiian kendaraan bermotor,

Biova schagaimana dimaksud pada avat (1) mebputr brayva
uniuk memenksa kelakan jalan memenksa perlengkapan dan

peralatan lainnya -
BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

Srrukiur dan besarmya anl dipolongkon berdasarkan jems
angkutan don days anghut,

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berilut :



A Biwya Uji Berksla Pertama,
“Miobil Bus, Mobil Barang, Kereta Penark
- Winbil Pesumpang. Kensta Gandang, Kemta Temge!
b. Blaya Ujl Berksta Perpan]sagan.
- Mo%il Bus, Mobil Barang, Kesela Pesarik yang
- meagaiaml pergantan Bk Ui
Tidak Mesgatami Pergantan Bulos Lij
. Mobil Penumpasg
- Mengaian Pergantan Buky L
= Tigak Wangalami Pergantan Buku L
o, Pergantiss Buku LS yeng Hilang | Ruspl
. Pergantan Tands Uji yeng Hilang

I, Femnohonan Hempang Uji
B Mataal Ly

Fep. B5.000.-
R B2 800

Fep. 40000, -
Rp. 30000,

Rz 40 000 -
Fg. 30000, -
Rz 10:000..
Ro 1500

Fp 25000, -
R 25 00,

h. Bimya Teknia Takaas terhadap Hendarasn Dinas yang & Oum dan

Penobakan speaifikasi Teknig, Perubahan State

Fip B WREL-

1

Wolkoa dopai menvesumban straklur dan besarmsa  wnd

sehapaimans  dimaksud  pads  avat

(2] se=um

nl:npn

perkembangan dan keadaan yang ditetapkan dengan Keputusan

Walikodn
BAR VINI

WILAYAH PEMUNGUTAM

Fasal 14

Retnibusi vang terviang  dipungut diwilayah Dacrah tempat pengupan
kendarzan bermotor dilaksanskan,
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BAR IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

(1} Masa Retribusi adalah suaty jangka wakiu vang merupakan batas
waktu bagi wajib resribusi untuk mendapatkan jasa  dari
Pemeriminh Dacrah

{2y Jangkn wakiu berlakunya Retribusi Pengujian adalah maksimal &
tenam] bulan

Pasul 16

Sont Fetribusi ferutong adalah Pada sant ditetapkanma SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan

BAR X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
(11 Femungutan Retribusi tidak dapat diboronplan |

(2] Retribusi dipungut dengan mengnmakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan
{31 Semua hasil-pemungutan Retribusi sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, disctor pada Kas Daeroh
BAR X1
SANKSI ADMINISTRASI
Fasal 1H
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepar pada waktunya dan
otau kurang bayar, dikenskan sanksi administrasi berupa denda paling
banysk 10 % { sepuluh persen } sctiap bulannya paling lama 3 (tiga)

bulan dari Retribusi vang terctang dan ateu kurang bayar serta ditngih
dengan menggunakan STRD



)
(2}

(3)

(1

()

BAER X1l
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19
Pembayaran Retnbusi yang terutang harus dilunesi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilimasi selambat-lambatnva 15 (lima
belns) hari sejak diterbrikannya SKRD sty dokumen lain yanp

dipersamalkan.
Tata carm pembayaran, penyetoran don tempst pembavaran
retribusi aknn distur dan ditstapkon dengan Keputusan Walikoea

BAR X0
TATA CARA PEYNAGIFAN
Fasal 20

Pénpelunran surat 1epuman | perinesisn / ocurat lsin vang sejenis
sehagai awal tindakan pelaksanaan  pemagihan  Retribusi
dikeluarkan 7 ftujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembavaran -

Halam janpka wakiy sehagaimana dimaksud pada avat (1), wajib
retnibusi hirus melunas: retribusi yang terutang -

Surat leguran / penmpaian | Surat lain vang sejenis sehapnimana
dimaksud padn avat { 1) dikeluarkan oleh pejshat vang ditunjuk
Pasal 21
Apabila jumlah Retribusi vang masih harus dibayar tidak $ilunosi

dalam jangka wakiu schapaimana ditentukan dalam Surat Teguran
alau Peringatan dan atau surat lain yang sejenis jumlah Retribusi

yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa

Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan Surat Paksa segera selelah
lewat 21 (dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surst Tepuman aiau
Surat Peringatan atau Surat lain vang sejenis
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BAB X1V
KEBERATAN DAN BANDING
Pasul 22
(1} Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau

Pejabai atas suatu
o SKRD
b SKRDKB
£ SKRDKRT
d. SKRDLE
& SERDMN

(2} Fermohonen Keberatan sebagnimana dimaksud pada avat (1) paling
lema 1 ¢satu) bulan szjak mngesl SKRD, SKRDKB. SRRODERT,
SRRDLE dan SKRDN dierima oleh Weph Retnbusi, kecusli
apabila wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa janpke wekt i
tidak dapat dipcnuhi kasena howdaan diluar kekuasaannva

{3) Walikotn atay Pejabar dalam jangka wakiu paling lama | [saiu)
bulsn sejak tanggal surat permohonan keberaun sehagarmann
dimaksud pada ayar {2} sudah memberikan Keputusan

(4) Apabila setelab lewat waki 1 (satu ) bulan sehagarmana dimak sod
pada ayat (1) Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan
permohonan keberatan diangpap dikabulkan

{5) Penpajuan Keberalan sehagaimana dimaksud pada myat (1) tidak
menunda kewnithan membaym Retribusi

Pasal 13

i1} Wajib Retnbusi  dapst  mengsjukan banding kepads Hadon
Peryelesaian Senghets Retribusi Daerah dalam jangks waktu |
{satu} bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan,

{2} Pengnjuan Banding sebagmmana dimaksud pada avat (1) ndak
menunda kewajiban membayar Retribusi,



BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Fasal 24
(1) Wajib Retnbusi yang ndak melaksanakan kewnjibanya
sebagaimann dimaksud dalam pasal 18 sehingga merugikan
Keusnpan Daerah diancam Pidana Kurummn paling |loma 6
(enam |} bulsn atau denda paling banyak & (empai) kali jumiak
Hetnbusi termang
{1} Tindak Pidana sehagaimana dimaksud pada avet (1) adalah
Pelanggaran
BAR XWv1
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15
(1) Pejabat Pepawsr Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemeriniah

Dacrah diberi wewenang khusus schapaj Penyidik umuk melakukin

pemyidikan tndak pidans dibidang Retribusi Dasrah sebagaimana

diztur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidann vang betlaku
{2) Wewenang Penyidik sebagnimana dimaksud pada ava (1} sdalah

& Menerima, mencari, mengumpuikan dan menelit keterangan
atau laposan berkenasn dengan tindak pidana dibidang retritus
Dacrah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Jehih
lengkap dan jelas .

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan ving
dilakukan sehibunpan dengan tindak pidana Retribus Daerah:

€. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan schubungan dengan tindak pidana dibidang Retnbus
Cucrah; :

d. Memberikan buku-bukuy, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenan dengan tindak pidann dindang Retribusi Dagrah;
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e Melakukan penggeledaban wntuk mendopatkan barang bukii
pembukuan, pencatatin dan  dokumen-dokumen lain, serta
melakukon penyitaan terhadap barnng bulos tersebut;

{ Meminin bariuan tenoge ahh dalom rangka pelaksanaan tugns
penvidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Dagrah;

o Menyuruh berbenti dan/atay melarang seseorang meninggalkan
ruangan otaa fempat peda saal pemeriksaan sedany berlangsung

dan memeriksa idenfitas sescorang dan/otau dokumen vang
ditsawn sehapaimang dimaksed pada huruf e,

h. Memotrel seseorang yang berkaitan dengan Tindak Prdana
Retribusi Daerah,

i  Memanpeil orang untuk didengar keteranganmva dan diperikss
schagin fersangha atiu sahsi,

i Menphentikan penvedikan;

k. Melskukan tindakan lain yvang dianggap perfu untuk kelancaran
penyidian tindak pidana dibidang Retrihosi Diasmh menomb
hukum yang dapal bemanggung jnwaby;

{3) Penyidik sehagaimana drmaksud pada avai (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pemadikannya
kepada Penuntt Umum melalui Penyidik peabat Polisi Negara
Republik Indoncsia, sesua dengan ketentuan yang diatur dalam
Undanp-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku:

BAB XV
KETEXTUAN LAIN-LAIX
Fasal 16

Hal-hal yang belum distur dalam Peraturan Daerah i sepanjang
mengenai aturan pelaksansannya akan diatur dan  ditetapkan dengan
Keputusan Walikota
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BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan Berlakunya Peraturan Dacrah ind, maka semua ketentuan yang
micngatur fendang Pengujian Kendaraan Bermotor yvang bertentangan
dengan Pernturan Daersh ini dinyatakan idak berlaku

Pazal 26

Peratran Dacrah ini mulai berlaku pads tanggal diundanghan.

Apgar supnva sehnp omang dapat mengetahwinyi, memenniahkan
Pengundanpgan  Pemturan | Dosral  tentang Retribusi Pengujion
Kendaraan Bermotor isn dengan penempalannyva dalam  Lembaron
Cnerah Kota Bau-Baw

DH-Eth.'n dl. BEU-E a u
el fvigged B Fagetraniliss LT

AL I T
Cap A Ted

Drs. ML AMIRUL TAMIM, M5

TNA UTAMA MUD
S NIP 010 058 645
| EMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHLUN 2003, NOMOR 16
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